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“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri” 

(terjemahan Surat Al-Ankabut, ayat 6)1  
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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  tetapi 

bangkit kembali setiap kita gagal.†  
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Confusius. Kata-kata motto terbaik. https://samidzone.blogspot.com (diakses 17 

Juni 2017)  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://risalahmuslim.id/qur'an/al-ankabut/29-6.html
https://risalahmuslim.id/qur'an/al-ankabut/29-6.html
https://samidzone.blogspot.com/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

iv  

  

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

   nama : Daniel Mas Priyanto    

 NIM  : 130910201048  

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo  

Kecamatan Silo Kabupaten Jember” adalah benar- benar karya sendiri, kecuali 

kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada insitusi 

mana pun, dan bukan karya jiplakan.  Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan 

kebenaran isinya sesuai denga sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.            

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan 

paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata 

di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.   

              

            Jember, 23 April 2019    

            Yang menyatakan,  

  

  

            Daniel Mas Priyanto     

            NIM. 130910201048   

  

  

  

  

HALAMAN PEMBIMBINGAN   

  

  

SKRIPSI   

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

v  

  

  

  

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  

 DANA DESA (DD) DI DESA KARANGHARJO   

KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER  

  

  

  

Oleh  

Daniel Mas Priyanto  

NIM 130910201048  

  

  

  

  

Pembimbing  

Dosen Pembimbing Utama  : Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D     

Dosen Pembimbing Anggota  : M. Hadi Makmur, S.Sos, M. AP 

PENGESAHAN  

Skripsi berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) 

di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” karya Daniel Mas 

Priyanto telah diuji dan disahkan pada:   

Hari, tanggal    : Selasa, 23 April 2019  

Tempat  

  

  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember   

    

Tim Penguji:  

Ketua   

  

Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP 

NIP. 198009172005012001  

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

vi  

  

  Pembimbing Utama  

  

 Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D  

NIP. 196102131988021001  

  Pembimbing Anggota  

  

M. Hadi Makmur S.Sos, M.AP 

NIP. 197410072000121001  

  

  

Anggota I  

  

Drs. Boedijono, M.Si  

NIP. 196103311989021001  

  

Anggota II  

  

Abul Haris Suryo Negoro, SIP, M.Si 

NIP. 198210292015041001  

  

Mengesahkan  

Dekan,   

  

  

Dr. Ardiyanto, M.Si   

NIP. 195808101987021002  

RINGKASAN   

  

Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa 

Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Daniel Mas Priyanto, 

130910201048; 2019: 119 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa 

dalam pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember. Peneliti menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa dengan tahap 

pengelolaan keuangan desa yang termaktub dalam Permedagri Nomor 113 tahun 

2014. Peneliti bermaksud untuk meneliti kapasitas regulatif pemerintah desa dalam 

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) dengan menggunakan peraturan 

desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya desa secara 

seimbang dan merata dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana 

desa (DD) dan, kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya 

tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan masyarakat desa dalam tahap perencanaan 

dan pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD).    Penelitian ini menggunakan 
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pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data 

primer maupun sukunder. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik ketekunan penelitian dan trianggulasi. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif  model Miles 

dan Huberman.   

 Hasil penelitian regulasi dalam tahap perencanaan berupa tersedianya dokumen 

perencanaan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan desa dalam 

bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa dengan catatan masih 

terdapat ketidaksesuain prioritas program atau kegiatan desa pada bidang 

pembangunan desa yang bersumber dari belanja desa dan pembiayaan desa berasal 

dari anggaran dana desa (DD), regulasi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana 

desa berupa, surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola 

Keuangan Desa (PTPKD), surat keputusan kepala desa tentang Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK), surat keputusan kepala desa tentang Pelaksana Kegiatan desa pada 

bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan catatan 

proses penetapan PTPKD, TPK, dan PK belum ditetapkan melalui proses 

musyawarah desa sehingga regulasi yang ditetapkan belum mewadahi kapasitas 

(kemampuan) dari susunan struktur organisasasi yang telah ditetapkan, dan regulasi 

pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan 

konsolidasi penyerapan realisasi dana desa tahap pertama dan tahap kedua yang 

telah disahkan menjadi regulasi dalam bentuk peraturan desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban dana desa mengalami kendala dalam proses pelaporannya.   

 Distribusi DD pada tahap perencanaan berupa distribusi lokasi dan tempat 

pelaksananaan pembangunan desa adalah hasil dari pertimbangan pemerintah desa 

dan distribusi kewenangan pengelolaan DD terdapat pembatasan kewenangan, 

distribusi DD dalam tahap pelaksanaan masih belum merata dan seimbang serta 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Responsif pemerintah desa berupa 

respon dalam perencanaan desa berupa daftar usulan program atau kegaitan desa 

pada bidang pembangunan desa dengan catatan respon pemerintah desa dalam 

penyelsesaian permasalahan pembangunan desa yang bersumber dari pembiyaan 

desa yang berasal dari anggaran DD masih belum memiliki alternatif pencegahan 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.   
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 Hasil tersebut menggambarkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana 

desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember masih 

mengalami berbagai kendala dalam impelementasinya. Selain itu, ketiga bentuk 

kapasitas pemerintah desa yang ditinjau dari tahap pengelolaan keuangan desa 

masih belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang termaktub 

dalam peraturan perundang-undangan.   
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BAB 1. PENDAHULUAN  

  

1.1    Latar Belakang             

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa 

dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. Konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep kapasitas 

pemerintah desa. Menurut Rozaki (2005:225) terdapat tiga bentuk kemampuan 

(kapasitas) pemerintah desa yang harus ada di sebuah desa dan perlu dikembangkan 

dalam rangka membangun otonomi desa. Adapun tiga bentuk kapasitas pemerintah 

desa tersebut meliputi, kapasitas regulatif pemerintah desa dalam mengatur 

kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) menggunakan 

peraturan desa, kapasitas distributif pemerintah desa dalam membagi sumberdaya 

desa secara merata dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan 

kapasitas responsif pemerintah desa untuk peka atau memiliki daya tanggap 

terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat desa untuk dijadikan basis 

perencanaan desa. Ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa di atas sejalan dengan 

maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Peneliti bermaksud untuk meneliti ketiga 

bentuk kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang ditinjau 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD).   

 Salah satu wujud implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa yaitu, tergulirnya dana desa (DD) pada tahun 2015 yang bersumber dari 

alokasi APBN sebesar 20,76 trilliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.  

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, jumlah desa di Indonesia 

berjumlah 74.754 desa dan  kelurahan mencapai 8.430 kelurahan. Digulirkannya 

dana desa yang bersumber dari APBN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

yang berada di desa baik berupa pembangunan infrastruktur desa maupun 

pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat 

desa. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan, pembinaan masyarakat 

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014). Sebagai upaya agar tidak 

menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan memudahkan dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berfungsi 

untuk mempermudah pemerintah desa .dalam penerapannya dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa.   

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diikuti dengan 

peraturan dalam pelaksanannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih 

mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan dana desa (DD) yang bersumber 

dari alokasi (pengeluaran) yang bersumber dari APBN. Meskipun angka serapan 

dana desa (DD)  masih rendah setiap tahunnya, namun alokasi dana desa ini terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sejak tergulirnya dana desa pertama 

kali digulirkan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76, pada tahun 2016 dana 

desa meningkat sebesar Rp 46.9 trilliun, kemudian pada tahun 2017 dana desa 

meningkat secara  drastis yaitu sebesar Rp 60 trilliun. 

(http://m.detik.com/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-tahun-2015-apa-

sajahasilnya.html, diakses pada tanggal 15-01-2018 pada pukul 10:29 WIB).   

Pada tahun 2017 dana desa yang bersumber dari alokasi APBN tergulirkan 

sebesar Rp 60 trilliun yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih 

besar di desa. Kemudian dana desa ini dialokasikan pada setiap daerah di seluruh 

wilayah Indonesia, akan tetapi pengalokasian dana desa di setiap daerah sangatlah 

berbeda. Anggaran DD di Kabupaten Jember menurut data Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia (http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017.html, diakses pada 

tanggal 15-01-2018 pukul 10:29 WIB), jumlah alokasi anggaran dana desa (DD) 

tahun 2017 di Kabupaten Jember sebesar Rp 205.006.634.000 dengan  jumlah desa 

sebanyak 226 Desa  dan masing-masing desa mendapatkan distribusi anggaran DD 

sebesar Rp 720.422 setiap desa, akan tetapi  jumlah distribusi anggaran dana desa 

(DD) pada masing-masing desa di setiap Kecamatan sangatlah berbeda, salah 

satunya adalah distibusi anggaran dana desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten 
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Jember. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 

2017 pada pasal 4 menyebutkan bahwa pengalokasian dana desa pada masing-

masing desa di Kabupaten Jember disesuaikan dengan beberapa kriteria yaitu, 

jumlah penduduk pada setiap desa, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. 

Berikut ini merupakan data perolehan  

DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1   

Tabel 1.1 Distribusi DD di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017  

No   Desa   Pagu   Realisasi   

1   Sempolan           Rp 886.088.265                  Rp 886.088.265   

2   Harjomulyo           Rp 953.148.355                  Rp 953.148.355   

3   Karangharjo           Rp 911.986.733                  Rp 911.986.733   

4   Silo          Rp 1.010.946.804                    Rp 1.010.946.804   

5   Pace   Rp 1.111.451.283                    Rp 1.111.451.283   

6   Mulyorejo   Rp 1.197.243.449                    Rp 1.197.243.449   

7   Sumberjati          Rp 971.545.267                 Rp 971.545.267   

8   Garahan          Rp 943.267.512                 Rp 943.267.512   

9   Sidomulyo          Rp 942.105.467                     Rp 942.105.467   

  JUMLAH             Rp 8.927.783.135                    Rp 8.927.783.135   

Sumber: data diolah dari Pemdes Kabupaten Jember Tahun 2017  

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi anggaran dana desa (DD) di 

masing-masing desa di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sangatlah berbeda antara 

desa yang satu dengan desa yang lainnya. Dikarenakan distribusinya terdapat 

berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan beberapa kriteria dalam 

pembagiannya. Di Kecamatan Silo terdapat sembilan desa, salah satunya adalah 

Desa Karangharjo, Desa Karangharjo dipilih sebagai lokus penelitian karena 

terdapat beberapa hal yaitu:  

a. Peneliti tidak menemukan adanya papan  informasi keuangan desa baik di 

kantor desa maupun di lokasi pelaksanaan pembangunan desa;  

b. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah Desa 

dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditinjau dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa dalam hal pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa;  
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c. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuain atau ketidakselarasan landasan 

regulasi desa dalam bentuk peraturan desa tentang RKPDesa dengan 

APBDesa tahun 2017 terkait daftar prioritas program atau kegiatan desa pada 

bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang 

bersumber dari anggaran dana desa (DD);  

d. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 40 tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 

2017 menyebutkan bahwa terdapat dua penetapan prioritas Dana Desa pada 

tahun 2017, yaitu prioritas bidang pembangunan desa dan bidang 

pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi penetapan prioritas penggunaaa 

dana desa di Desa Karangharjo pada tahun anggran 2017 hanya diprioritaskan 

pada belanja desa dan pembiayaan desa pada bidang pembangunan desa. 

Sedangkan, belanja desa dan pembiayaan desa dalam APBDesa di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan 

bidang pembinaan masyarakat sumber pembiyaannya berasal dari Pendapatan 

Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Retribusi 

Pajak Daerah (BGH).  

Hasil data sekunder menunjukkan bahwa Desa Karangharjo pada tahun 

anggaran 2017 mendapatkan pengalokasian dana desa sebesar Rp 911.986.733 pada 

tahun anggaran 2017, sehingga tanggungjawab pengelolaan dana desa (DD) 

diamanahkan kepada kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dari struktur organisasi 

desa.  Kepala desa selaku pemegang kewenangan  kemudian membentuk dan 

menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang bertugas 

membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. PTPKD di Desa 

Karangharjo sudah terbentuk dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Desa Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2017. Adapun susunan  

PTPKD dapat dilihat pada Tabel 1.2  

Tabel 1.2 Susunan PTPKD Desa Karangharjo Tahun 2017  

No   Nama   Jabatan dalam tim   Keterangan   

1   Fausen Suswantoro   Koordinator   Sekretaris Desa   
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2   Fathor Raysid   Kasi Pemerintahan           Anggota   

3   Ambari   Kasi Pelayanan Umum   Anggota   

4   Natu   Kasi Kesejahteraan Masyarakat   Anggota   

5   Mad Munir Adi P   Bendahara   Anggota   

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017  

Data di atas merupakan susunan PTPKD Desa Karangharjo yang ditetapkan 

dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Karangharjo.  Susunan PTPKD tersebut 

meliputi,  Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan 

Umum, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Bendahara Desa. 

Sekertaris desa yang termasuk dalam susunan PTPKD kemudian menyusun 

rancangan peraturan desa tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan 

kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Pemberdayaan 

Desa (BPD). Setelah itu, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat.    

APBDesa Desa Karangharjo sudah diregulasikan menjadi peraturan Desa 

Karangharjo Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) pada tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,  pasal 100 bahwa 

belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan yaitu:  

a) paling sedikit 70% (tujuh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, b) 

paling banyak 30% (tiga per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan 

untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional 

pemerintahan desa, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif 

rukun tangga dan rukun warga.   

Studi dokumen pada APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 menunjukkan 

bahwa pendapatan desa sejumlah Rp 1.949.900.474 berasal dari sumber pendapatan 

asli desa (PAD) sebesar Rp. 24.000.000, sumber pendapatan transfer dana desa 

(DD) sebesar Rp 911.986.733, sumber pendapatan transfer alokasi dana desa (ADD) 
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sebesar Rp 909.208.891, dan sumber pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah 

(BGH) sebesar Rp 41.204.850. Kemudian sumber penerimaan desa tersebut 

dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan belanja 

tak terduga. Berikut ini merupakan pembagian alokasi dana yang dikelola oleh 

pemerintah Desa Karangharjo pada tahun 2017  

Tabel 1.3 Alokasi APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017  

No   Belanja Desa   Jumlah   Persentase   

1   Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   Rp 777.708.891   42,38%   

2   Pembangunan Desa   Rp 954.104.850   52,00%   

3   Pemberdayaan Masyarakat Desa   Rp 37.500.000                   2,04%   

4   Pembinaan Masyarakat   Rp 3.000.000                   0,16%   

5   Bidang Tak Terduga   Rp 62.500.001                      3,4%   

  Jumlah Alokasi Dana   Rp 1.834.813.741      

  Jumlah Pendapatan Desa   Rp 1.949.900.474      

 Sumber: APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah belanja desa dan 

jumlah pembiyaan desa yang bersumber dari APBDesa pada bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 42,38 persen, bidang pembangunan 

desa sebanyak 52,00 persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 2,04 

persen, bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak  0,16 persen dan, pada bidang 

tak terduga sebesar 3,4%. Sedangkan Alokasi keuangan desa sebesar 52.00 persen 

pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karangharjo tergolong sangat 

besar dibandingkan dengan alokasi keuangan desa pada bidang yang lainnya. 

Dengan demikian penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap pengelolaan 

dana desa (DD).    

Hasil dokumen APBDesa Desa Karangharjo tahun 2017 menggambarkan 

bahwa pengalokasian dana desa (DD) sebesar Rp 911.986.733 seluruhnya 

dialokasian pada bidang pembangunan desa di setiap dusunnya. Akan tetapi, di Desa 

Karangharjo distribusi anggaran DD dalam bentuk program atau kegiatan desa pada 

bidang pembangunan desa masih belum merata dan seimbang antara dusun yang 

satu dengan dusun yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa kapasitas distributif 
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pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa pada bidang 

pembangunan desa belum sepnuhnya memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat. 

Dikarenakan sebuah desa bukan hanya dijadikan sebagai wadah obyek 

pembangunan desa, melainkan  di sebuah desa masyarakat desa juga membutuhkan 

peningkatan ekonomi produktif desa,  kesehatan, keamanaan, serta jaminan sosial 

masyarakat desa. Sehingga hal ini menarik untuk dideskripsikan dalam penelitian, 

dikarenakan pengalokasian dana desa (DD) pada bidang pembangunan desa juga 

membutuhkan kemampuan (kapasitas) pengelola yang baik agar supaya 

pembangunan desa dapat bermanfaat dan memenuhi  prioritas kebutuhan 

masyarakat desa.  

Menurut Megantara dalam Wardiyanto (2016:130), upaya pemerintah untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa 

selama ini yaitu: kelemahan bidang perencanaan dan penganggaran, kelemahan di 

bidang perbendaharaan dan kelemahan di bidang pemeriksaan audit. Pada Pasal 20 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuanagan desa sekertaris 

desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan 

RKPDesa tahun berkenaan. Berikut ini data terkait prioritas program atau kegiatan 

desa pada bidang pembangunan desa yang bersumber dari anggaran DD dalam 

RKPDesa dan  APBDesa  Desa Karangharjo  

Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan  Tabel 1.5 di bawah ini  

Tabel 1.4 RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD    

No   Uraian   Anggaran   Keterangan   

1. Pembangunan 

 a.   
Desa   

Pembangunan jalan aspal 

lapen Dusun Gluguh RT 

03/ RW 12   

Rp 155.548.246   Dana Desa   

  b.   Pembangunan aspal RT 

11/RW 20 Dusun Gluguh   
Rp 180.500.000   Dana Desa   

  c.   Pembuatan jalan Rabat Beton 

Dusun Gluguh 1   
Rp 180.500.000   Dana Desa   

  d.   Pembangunan MCK dan       
Air Bersih Dusun Gluguh   

Rp   45.546.000   Dana Desa   

  e.   Peningkatan jalan Aspal 

Gluguh 2 RT 12, RW 10   
Rp 180.500.000   Dana Desa   
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  f.   Pembangunan Pasar Desa,  
Dusun Krajan, 3M x 5M (5 

Unit)   

Rp 100.000.000   Dana Desa   

Sumber: RKPDesa Desa Karangharjo Tahun 2017   

Tabel 1.5 APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017 yang bersumber dari DD    

Bidang   Uraian   Anggaran   Keterangan   

1. Pembangunan 

Desa   
a. Pembangunan jalan aspal  

Dusun Darungan   
b. Pembangunan jalan aspal 

rabat beton Dusun Gluguh   

Rp 129.086.733     

Rp   23.800.000   

Dana Desa   

  c.  Pembangunan Jalan Aspal  
PP Al-Hidayah Dusun 

Darungan   

Rp 199.500.000   Dana Desa   

  d.  Pengaspalan jalan Dusun Gluguh 

RT 12/RW 10   
Rp 114.700.000   Dana Desa   

  e.  Pembuatan Jalan Rabat  
Beton Dusun Gluguh 2   

Rp  90.500.000   Dana Desa   

  f.  Pembuatan jalan Rabat Beton 

Dusun Gluguh 1   
Rp 159.000.000   Dana Desa   

  g.  Pembuatan jalan Rabat Beton  
Dusun Gluguh RT 003, RW  
012   

Rp   13.600.000   Dana Desa   

  h.  Pembuatan Tembok Penahan  
Tanah (TPT) RT 003, RW 12 

Dusun Gluguh   

Rp   20.000.000   Dana Desa   

  i.  Pembangunan embung Dusun 

Sumberpinang   
 Rp  90.000.000   Dana Desa   

  j.  Rehab Gedung BUMDesa Desa 

Karangharjo   
 Rp  71.200.000   Dana Desa   

Sumber: APBDesa Desa Karangharjo Tahun 2017         

Kedua data di atas menunjukkan bahwa landasan regulatif pemerintah Desa  

Karangharjo dalam tahap perencanaan desa di bidang pembangunan desa sudah 

disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini menandakan bahwa 

kapasitas regulatif pemerintah desa dalam tahap perencanaan desa sudah 

dilaksanakan di Desa Karangharjo. Menurut Rozaki (2005:225), kapasitas regulatif 

adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya 

(wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa. Pengaturan desa bukan 

semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi 

begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-

wenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya. Berbagai bentuk 

peraturan desa dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, 

keseimbangan, keadilan, serta keberlanjutan. Akan tetapi, kedua bentuk pengaturan 

desa berupa peraturan desa dalam tahap perencanaan desa terdapat 

ketidakselarasan landasan regulasinya. Sedangkan, dalam proses penyusunannya 

RKPDesa terlebih dahulu disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi 

peraturan desa terkait sebagai landasan penyusunan APBDesa.  
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 Pada Pasal 20 ayat 1 dan 2 Permendagri 113 tentang Pengelolan Keuangan 

Desa, menyebutkan bahwa pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun 

rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 

berkenaan, kemudian setelah itu sekretaris desa menyampaikan rancangan tersebut 

kepada kepala desa dan kepala desa meyampaikan rancangan penyusunan APBDesa 

kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Masalah ini memperkuat 

keinginan peneliti  untuk meneliti lebih dalam terkait Kapasitas Pemerintah Desa 

dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. Data terkait perbedaan kedua landasan perencanaan desa 

tersebut antara lain yaitu:  

1. pembangunan jalan rabat beton Dusun Gluguh (APBDesa), sedangkan 

dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang  

program/kegiatan pembangunan ini;   

2. pembangunan jalan aspal PP Al-Hidayah Dusun Darungan (APBDesa), 

sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan tentang 

program/kegiatan pembangunan ini;  

3. pengaspalan jalan Dusun Gluguh RT 12, RW 10 dalam (APBDesa), 

sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan ini;  

4. peningkatan jalan aspal Dusun Gluguh 2 RT 16, RW 15 (APBDesa) 

tercantum dalam (RKPDesa);  

5. pembangunan jalan rabat beton Gluguh 1 RT 15, RW 14 dalam 

(APBDesa) tercantum dalam (RKPDesa);  

6. pembuatan jalan rabat beton Dusun Gluguh RT 02, RW 12 (APBDesa) 

sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum dala perencanaan tentang 

program/kegiatan ini;  

7. pembuatan tembok penahan tanah (TPT) RT 003, RW 12 Dusun Gluguh 

(APBDesa), sedangkan dalam (RKPDesa) belum tercantum perencanaan 

tentang program/kegiatan ini;  
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8. pembangunan embung Dusun Sumberpinang (APBDesa), sedangkan 

dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang 

program/kegiatan ini;   

9. rehab gedung BUMDesa Desa Karangharjo Dusun Krajan, sedangkan 

dalam (RKPDesa) belum tercantum pembangunan tentang 

program/kegiatan ini;  

10. Pembangunan jalan aspal Dusun Gluguh RT 03, RW 12 (APBDesa)  

belum sesuai dengan (RKPDesa).   

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan landasan regulasi 

perencanaan desa yang sangat signifikan antara RKPDesa dengan APBDesa dalam 

hal penetapan pengeluaran (alokasi) dana desa (DD) pada bidang pembangunan 

desa yang dialokasikan pada setiap dusunnya. Perbedaan tersebut merupakan salah 

satu contoh lemahnya kapasitas distributif yang dimiliki pemerintah desa. Menurut 

Rozaki (2005:227), lemahnya kapasitas distributif yang dimilki pemerintah desa 

pada umumnya terdapat pada kemampuan pemerintah desa merancang APBDesa 

terutama dalam hal pengeluaran (alokasi) keuangan desa. Lemahnya kapasitas 

distributif yang dimiliki pemerintah Desa Karangharjo dalam hal penentuan 

pengeluaran (alokasi) terdapat pada pada sepuluh titik pembangunan desa yang 

sumber alokasi alokasi anggarannya bersumber dari dana desa (DD) dengan enam 

titik pembangunan desa yang sumber alokasi anggarannya bersumber dari dana desa 

(DD) dalam RKPDesa. Sedangkan pengalokasian dana desa dalam APBDesa 

terdapat sepuluh titik pembangunan desa. Akan tetapi,  hanya tiga titik 

pembangunan desa yang sesuai dengan pengalokasian DD yang terdapat pada 

bidang pembangunan desa dalam RKPDesa.   

Perbedaaan  ini tidak akan terjadi apabila proses perencanaannya itu baik dan 

bukan semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu atau kepentingan 

elit desa, karena pada proses penyusunan dokumen perencanaan desa  diawali 

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan 

dokumen perencanaan desa dengan masa satu tahun anggaran dan dokumen 

perencanaan ini sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan 

APBDesa, setelah RKPDesa selesai disusun dan disahkan menjadi peraturan desa, 
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kemudian pemerintah desa dapat menyusun dokumen APBDesa dengan 

berpedoman pada RKPDesa tahun berkenaan. Selain itu prioritas program/kegiatan 

yang menjadi daftar prioritas dalam dokumen RKPDesa merupakan keputusan 

bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa pada saat Musyawarah 

Desa.    

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan desa yaitu tahap pelaksanaan, pada 

tahapan ini PTPKD berkoordinasi dengan tim pengelola kegiatan (TPK). Akan 

tetapi, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa baru bisa dilaksanakan ketika 

APBDesa sudah diundangkan, atau yang sering disebut dengan peraturan desa 

tentang APBDesa. Peraturan Desa terkait APBDesa di Desa Karangharjo sudah di 

undangkan menjadi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017. TPK (Tim Pengelola 

Kegiatan) kemudian mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan 

disertai rancangan anggaran biaya (RAB), dengan format Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP).   

Kemudian pada tahap ketiga pengelolaan keuangan desa yaitu, tahap 

penatausahaan  disebutkan pada pasal 35 Permendagri 113 tentang Pengelolaan  

Keuangan Desa, dikatakan bahwa penatausahaan “dilakukan oleh bendahara desa, 

bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 

serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib” pencatatan tersebut 

menggunakan buku, seperti yang disebutkan pada pasal 36, “penatausahaan, 

penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 

menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.   

Setelah melakukan penatausahaan, kemudian tahap keempat pengelolaan 

keuangan desa  adalah pelaporan, pada pasal 37 disebutkan bahwa “Kepala desa 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, 

laporannya berupa laporan semester pertama yang dilaksanakan pada akhir bulan 

juli, dan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari 

tahun berikutnya”. Bagian terakhir pada tahap pengelolaan keuangan desa adalah 

pertanggung jawaban, pada pasal 38 disebutkan bahwa “kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
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Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”. Pertanggungjawaban tersebut 

kemudian diinformasikan kepada masyarakat, pasal 40 permendagri 133 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa:  

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan 
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang 
mudah diakses oleh masyarakat antara lain: papan pengumuman, radio 
komunitas, dan media informasi lainnya.  

  

Dana desa tersebut kemudian dilaporkan secara bertahap, Sedangkan pada 

Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  pasal 37 ayat 3 dan 4 

dijelaskan jika laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dilakukan 

paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan pelaporan tahap kedua paling 

lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.     

Setelah melakukan tahap pelaporan, tahapan yang kelima pengelolaan 

keuangan desa adalah pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dilakukan 

oleh kepala desa. Pelaporan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten. Kemudian, 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis atau melalui media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat desa, akan tetapi hasil observasi pada lokasi pembangunan desa, peneliti 

belum menemukan papan informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa baik di 

kantor desa maupun dilokasi pelaksanaan pembangunan desa.   

Pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah:  asas transparansi, asas 

partisipasi, dan asas akuntabilitas. Transparansi bermakna memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, partisipasi bermakna warga 

negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dan, akuntablitas bermakna 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Selain itu pemerintah desa perlu memahami lebih 

detail terkait tahapan pengelolaan keuangan, agar pemerintah desa bisa 

menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun tahapan pengelolaan 

keuangan desa menurut Permendagri 113, bab V pasal 1 menyebutkan tahap 
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pengelolaan keuangan desa meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.  

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan 

desa tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung setiap 

program/kegiatan yang dijalankan pemerintah desa, untuk itu, pemerintah desa 

harus mampu menkoordinasikan setiap tuntutan komponen masyarakat, sehingga 

tujuan dari diberlakukannya program dana desa yang diperuntukkan bagi desa bisa 

diimplementasikan sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan masyarakat desa 

setempat seperti yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.   

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa 

pengelolaan dana desa (DD) dapat dilihat dari tiga sisi kemampuan pemerintah desa 

yaitu: 1) dilihat dari kapasitas regulasi pemerintah desa dalam tahap pengelolaan 

keuangan desa, 2) dilihat dari kapasitas distributif pemerintah desa  dalam tahap 

pengelolaan keuangan desa, 3) dilihat dari kapasitas responsif pemerintah desa 

dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Uraian-uraian normatif tersebut jika 

dihubungkan dengan masalah-masalah yang telah penulis gambarkan di atas 

merupakan sebuah kesenjangan antara apa yang seadanya dengan apa yang 

seharusnya. Oleh karena itu,  peneliti tertarik untuk meneliti Kapasitas Pemerintah 

Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember, penulis juga ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat 

Desa Karangharjo melalui kontribusi pemikiran.  

  

  

  

1.2 Rumusan masalah     

Rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu 

rumusan masalah yang memandu penulis untuk mengeksplorasi atau memotret 

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.   

Perumusan masalah yang dinyatakan dalam kalimat tanya lebih jelas dari pada 

dinyatakan dalam kalimat berita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
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adalah: Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di 

Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?  

  

  

  

1.3 Tujuan Penelitian   

Tujuan peneltian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan 

penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:308). 

Sedangkan menurut Subana dan Sudrajat (2005:25), penelitian kualitatif dilihat dari 

segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji teori, menyajikan suatu fakta atau 

mendeskripsikan statistik, dan menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula 

yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau 

mendeskripsikan banyak hal.   

Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti merumuskan tujuan yang 

menjadi acuan dalam rumusan masalah sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut 

yaitu mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa 

(DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.  

  

  

  

1.4 Manfaat Penelitian   

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember 

(2016:49), manfaat penelitian disebut juga signifikasi penelitian. Manfaat penelitian 

memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan 

ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian.  

1. Bagi Akademisi   

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi atau literatur 

di bidang akademik khususnya di bidang kajian ilmu administrasi negara 

terkait dengan Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.   

2. Bagi pemerintah   

Memberikan kontribusi pada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten 

terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa 
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(DD). Sehingga dapat membantu memecahkan dan menemukan solusi terkait 

permasalahan dalam pengelolaan  Dana Desa.   

3. Bagi masyarakat.   

Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin 

menambah wawasan, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Dana 

Desa (DD).  

  

  

  

  

  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

  

 Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember  

(2016:49), tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu 

(kajian empiris), serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari 

kajiankajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi.  

 Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka 

berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah 

penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau 

antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain lain dikemukan oleh Silalahi 

(2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan 

dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena 

sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai peristiwa atau keadaan fenomena 

sosial tertentu. Berdasarkan deinisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang 

merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosia yang 

terjadi yang dikonstruksi atas karakterister mengenai suautu fenomena tertentu. Jadi 

berdasarkan berbagai definisi di atas peneliti dapat membuat konsep penelitian yaitu 

antara lain: a. Kapasitas  

b. Otonomi desa  

c. Desa   
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d. Pemerintah desa  

e. Pengelolaan Keuangan Desa  

f. Dana Desa  

  

  

  

2.1   Kapasitas     

 Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10) kapasitas adalah kemampuan, 

keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan perilaku, motivasi, 

sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan sikap individu, organisasi, 

jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsifungsi 

mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke 

waktu.    

 Menurut Rozaki (2005:225) terdapat beberapa kemampuan (Kapasitas) pemerintah 

desa yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa sebagai 

berikut.  

a. Kapasitas Regulatif  

Kapasitas regulatif merupakan kemampuan pemerintah desa mengatur 

kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan 

peraturan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Pengaturan 

bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan 

pungiutan), akan tetapi banyak pengaturan yang harus berorientasi pada 

pembatasan kesewenang-wenangan, perlindungan, pelestarian, 

pembagian sumberdaya, pengembangan potensi desa, penyelesaian 

sengketa, dan seterusnya.  

b. Kapasitas Distributif   

Kapasitas distributif pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah 

desa dalam membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata 

sesuai dengan  kebutuhan masyarakat desa, contoh yang paling nyata 

adalah kemampuan pemerintah desa dalam merancang APBDesa, 

terutama dalam pengeluaran (Alokasi). Umumnya pemerintah desa 
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mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena 

sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja perangkat 

desa, sementara alokasi dan pembangunan desa masih sangat minim. 

Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan 

fisik, sementara untuk alokasi ekonomi produktif sangat terbatas. Pada 

pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa sumber daya desa yang merupakan aset desa yang 

meliputi, tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tamabatan 

perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan 

milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya miliki 

desa. Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan bahwa Aset desa lainnya 

milik desa antara lain, kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan, Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDesa).   

c. Kapasitas Responsif   

Kapasitas responsif pemerintah desa merupakan kemampuan untuk peka 

atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga 

masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan 

pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama 

ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari 

kepentingan elit desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

respon berasal dari kata response, yang berarti tanggapan, reaksi ataupun 

jawaban. Sedangkan, menurut Supranto (2001:244) responsif pemerintah 

desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk cepat tanggap dalam 

menghadapi masalah yang timbul dan kemampuan pemerintah desa cepat 

tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat desa. 

Adapun respon atau daya tanggap pemerintah desa terhadap keluhan atas 

pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat desa meliputi, peningkatan 

ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan 

infrastruktur desa, peningkatanan sarana dan prasarana kesahatan, 

keamanan, dan jaminan sosial.   
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 Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa 

di atas  dengan tahap pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa 

(DD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, 

pertanggungjawaban. Uraian ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa tersebut perlu 

ditingkatkan untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi desa baik dalam 

pengoptimalan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam desa dalam 

membangun otonomi desa.  

  

  

  

2.2  Otonomi Desa                  

 Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni autos yang 

berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna 

membuat perundang-undangan sendiri (Zelfwetgeving), namun dalam 

perkembangannya otonomi daerah selain mengandung arti Zelfwetgeving (membuat 

peraturan perudang-undangan sendiri) juga mengandung arti Eigen huishouding 

(menjalankan rumah tangganya sendiri). Menurut Van Der Pot dalam Huda 

(2015:47) memahami konsep otonomi daerah sebagai Eigen huishouding 

(menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan 

dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan 

pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan 

pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan 

sebagai urusan rumah tangga daerah.   

  Widjaja (2003:165), menyatakan otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan 

utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik, hukum publik hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan.    
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  Lebih lanjut Eko dalam Huda (2015:55) menyatakan, perwujudan ide otonomi 

desa, maupun kedudukan dan kewenangan desa, tentu membutuhkan kebijakan 

desentralisasi dan subsidiarity. Prinsip dasar pertama desentralisasi desa adalah 

pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa yang beragam, meski 

solusi tentang kedudukan dan kewenangan desa bisa beragam juga. Pengakuan ini 

secara minimal mengukuhkan desa sebagai self-governing community atau kesatuan 

masyarakat hukum. Pada level yang lebih tinggi, desentralisasi desa berupaya 

membentuk desa sebagai local-self government atau “otonomi desa” seperti halnya 

“otonomi daerah” yang memiliki propinsi dan kabupaten/kota. “Otonomi desa” 

yang dikukuhkan atau desa sebagai local-sef government itu lebih dari sekedar 

status “otonomi asli” yang sudah lama dimiliki desa sebagai self-governing 

community. Desa berarti mempunyai mempunyai kedudukan dan kewenangan yang 

jelas dalam struktur ketatanegaraan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-

undangan, sekaligus memiliki keleluasaan, kekebalan dan kemampuan untuk 

mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom.            

 Uraian di atas menyatakan bahwa otonomi desa merupakan hak dan kewajiban 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak 

tradisional, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh 

dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.    

  

  

  

2.3  Desa                     

 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah 

air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mayarakat, 

hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No.6 Tahun  

2014).    
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 Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.  

Selanjutnya menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011:4), “desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu 

wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat 

kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan 

politik, ekonomi, sosial, dan kemananan; memiliki susunan pengurus yang dipilih 

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan 

urusan rumah tangga sendiri”. Nurcholis (2013:65) menjelaskan, terdapat empat 

tipe i desa sebagai berikut.  

a. Desa adat (self-governing community) desa adat merupakan bentuk desa 

asli dan tertua di Indonesia. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya 

sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa 

adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.  

b. Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah 

administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan 

pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk 

oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-

tugas administratif yang diberikan negara.  

c. Desa otonom sebagai local self-government, desa otonom adalah desa yang 

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa 

otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-

undang pembentuknya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai 

kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri.  

d. Desa campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai 

kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. 
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Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan 

juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.  

  Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 74.754 desa, sedangkan kelurahan 

berjumlah 8.430 (BPS:2016). Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa 

sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 

ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara 

Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa 

merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil 

yang hendak disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa 

merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional 

karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya 

tahan luar biasa sepanjang keberadaanya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, 

desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan 

dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.          

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa  desa dapat 

mengatur dan mengelola pemerintahan dan masyarakatnya sendiri dengan kekayaan 

yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Dengan demikian desa mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.   

  

  

  

2.4   Pemerintah Desa                

  Widjaja (2003:3), pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu: 

kepala desa dan perangkat desa. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sedangkan pada pasal 25 

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah 

desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh 

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Selanjutnya pada pasal 26 

disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemeberdayaan 
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masyarakat, sedangkan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya.   

1. Kepala Desa   

Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan 

kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Permendagari Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala 

desa sebagai pemegang kekuasan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 

kepemilikan kekayaan milik desa yang terpisahkan memiliki kewenangan 

pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.   

a. Kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;  

b. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);   

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan atas penerimaan desa;   

d. Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;  

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa.   

Beberapa uraian di atas dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemegang 

kewenangan keuangan desa memiliki beberapa uraian tugas dan tanggungjawabnya 

dalam mengelola keuangan desa, sehingga tugas dan tanggungjawab kepala desa 

kemudian  diimpelemtasikan pada tahap pelaksanaannya.  

2. Perangkat Desa  

 Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 

bahwa perangkat desa terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, dan 

pelaksana teknis. Sedangkan pada pasal 49 menyebutkan bahwa perangkat desa 

diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati 

atau Walikota, perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

bertanggung jawab kepada kepala desa, dan perangkat desa diangkat dari warga 

desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat, 

sehingga perangkat desa harus memiliki kemampuan memadai untuk dapat 

mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.   
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 Pengertian diatas menyatakan bahwa perangkat desa dalam melaksanakan tugas 

dan wewenanganya harus memiliki kapasitas (kemampuan) agar perangkat desa 

yang diangkat mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai 

dengan prosedur perundang-undangan. Dalam hal siklus pengelolaan keuangan desa 

perangkat desa yang diangkat menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa 

(PTPKD) terdiri dari, sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 

menyebutkan, perangkat desa yang ditetapkan menjadi pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa (PTPKD) memiliki tanggungjawab dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Berikut ini merupakan tugas dan 

tanggungjawab perangkat desa yang ditetapkan menjadi PTPKD yaitu.   

a. Sekertaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa 

pengelolaan keuangan desa memiliki  tugas: menyusun dan melaksanakan 

pengelolaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap 

rencana anggaran belanja (RAB), dan melakukan verifikasi terhadap 

buktibukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang disertai surat 

permintaan pembayaran (SPP).   

b. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang 

bertugas sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas: menyusun RAB 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan bersama 

lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa, 

melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban APBDesa, 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan dalam 

buku pembantu kas kegiatan, melaporkan perkembangan pelasksanaan 

kegaitan kepada kepala desa, mengajukan SPP dan melengkapi dengan 

bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.  

c. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari susunan PTPKD yang 

memiliki tugas: mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan 

pendapatan desa dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 
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APBDesa, melakukan penatausahaan dengan menggunakan buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Melakukan pencatatan 

setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan 

secara tertib,  dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa 

melalui laporan pertanggungjawaban.   

 Dari uraian penjelasan di atas jelas sekali bahwa pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan  desa, kepala desa sebagai pemegang kewenangan 

pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan 

desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur perangkat desa dalam menyelenggaraan 

pemerintahan desa.   

  

  

  

2.5    Pengelolaan Keuangan Desa             

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga 

menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat 

juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan 

kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan 

istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata kelolah. (Tomanage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus 

atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan 

merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan 

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

Menurut pasal 71 ayat 1 BAB VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 menyebutkan  pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggung jawaban keuangan desa. Penjelasan dari tahap pengelolaan keuangan 

desa akan dijelaskan sebagai berikut.   

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25  

  

  

  

  

 

1. Tahap Perencanaan   

Menurut Nawawi (2003:30), perencanaan adalah proses memilih sejumlah 

kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang pekerjaan yang harus 

ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan bahwa 

perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan. 

Kegiatan pertama dilakukan dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan 

di masa datang, kegiatan kedua dalam proses pembuatan keputusan adalah kegiatan 

menetapkan waktu pelaksanaannya, dan kegiatan ketiga dalam proses pembuatan 

keputusan menetapkan pegawai yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk 

melaksanakannya.   

Sedangkan menurut Robbins dan Coulters dalam Bastian (2015:91), 

perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, 

penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, 

perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan 

organisasi. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama 

untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat dicapai apabila dilandasi 

dengan sebuah perencanaan yang baik pula, sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

sebuah perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik. 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu,  

landasan regulasi perencanaan desa berupa RKPDesa dan APBDesa yang sudah 

dirumuskan menjadi peraturan desa terkait.   

  

  

2. Pelaksanaan   

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, impelementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebagai 

penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky dalam Usman (2002:70), pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan 

aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana 
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dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan 

segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 

tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.   

Menurut Rue dan Byars (2006:6), 0rganizing is grouping activities, assigning 

activities on providing the authority necesary to carry out the activities 

(pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan 

kegiatan-kegiatan penyedian keperluan, wewenang untuk melaksanakan 

kegiatannya). Pelaksanaan atau organizing juga dapat diartikan sebagai 

implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen 

yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-

sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk mewujudkan tujuan.   

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan 

(PK) dalam melaksanakan kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian susunan pelaksana kegiatan (PK) yang 

ditetapkan dengan surat kepala desa membutuhkan beberapa dokumen dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun beberapa dokumen yang 

dibutuhkan pelaksana kegitan (PK) dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa yaitu,  rencana anggaran biaya (RAB) yang disertai dengan surat permintaan 

pembiyaan (SPP). Kedua dokumen tersebut merupakan landasan bagi pelaksana 

kegiatan dalam melengkapi semua kebutuhan dalam waktu pelaksanaannya. 

Pelaksana kegiatan (PK) harus bertanggungjawab terhadap semua tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

menggunakan buku pembantu kas kegiatan yang berfungsi sebagai bukti 

pertanggungjawabnnya selama waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

berlangsung.    

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan landasan bagi 

pemerintah desa dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan yang sudah 

ditetapkan pemerintah desa sebelumnya. Sehingga pada tahap pelaksanaan program 

atau kegiatan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun 
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diluar lapangan, yang diantaranya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan 

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.   

3. Penatausahaan   

Secara etimologis, Tata Usaha adalah kegiatan memberikan bantuan dalam 

mengelola informasi, manusia, dan harta kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam 

organisasi. Ada beberapa pengertian tata usaha yang masing-masing hampir 

mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis 

dan catat mencatat. Tata usaha yang terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” 

yang masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu 

peraturan yang harus ditaati, sedangkan Usaha  ialah suatu usaha yang mengerahkan 

tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Jadi menurut arti kata, tata 

usaha adalah suatu aturan yang peraturan yang terdapat dalam suatu proses 

penyelenggaraan kinerja.   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata usaha ialah 

penyelanggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara, 

dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan 

tata usaha. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern 

memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkain aktivitas 

menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan 

keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.   

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian proses pengelolaan 

keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa 

dengan menggunakan formulir, dokumen, dan buku yang dilakukan oleh bendahara 

desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis  terhadap seluruh 

transaksi yang ada yaitu, berupa penerimaan pendapatan desa, belanja desa dan, 

pembiayaan desa dengan dilakukan dengan cara melakukan pembukuan atas 

penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, 

dan buku bank.   

4. Pelaporan    
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 Menurut Munawir (2010:31), laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahan yang bersangkutan. Laporan keuangan 

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 

dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama satu tahun anggaran 

dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan 

laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan 

keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahapan dan 

tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan yang harus disusun 

terdiri dari:  

a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.  

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD)   

5. Pertanggungjawaban   

Menurut Kwaty dalam Hansen (2005:116), pertanggungjawaban adalah 

sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 

pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk 

mengoperasikan pertanggungjawaban mereka. Penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem untuk mengukur 

perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh 

setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawaban dalam bentuk 

laporan pengendalian periodik.   

Menurut Komang dalam Nafidah dkk (2017:275), akuntabilitas adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan kepada pihak yang 

memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan 

semakin baik  jika didukung oleh suatu sistem akutansi yang menghasilkan 

informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.    

Berdasarkan penjelasan di atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa yang dimaksud adalah masalah finasial pengelolaan dana desa (DD) yang 

terdapat dalam Anggaran Pendapatan .Belanja Desa (APBDesa), sehingga masalah 
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finansial tersebut kemudian harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk  laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan.   

  

  

  

2.6 Dana Desa  

 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). 

Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana 

transfer ke daerah secara berrtahap. Dana desa merupakan salah satu isu krusial 

dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perhitungan anggaran 

berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pemabangunan desa. Karena isu yang 

begitu krusial, para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa 

membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan 

desa.   

 Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa 

diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk 

menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana 

desa tersebut, mengingat dana desa bersumber dari berlanja pusat, untuk 

mengoptimalkan penggunanaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan 

untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas 

penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi 

tanggungjawab desa.   

 Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan 

program yang berbasis desa yang secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor 

60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan 
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peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan 

kepentingan masyarakat setempat. Dana desa yang bersumber dari APBN setiap 

tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara 

merata dan berkeadilan. Pengalokasian Dana desa yang bersumber dari APBN 

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Secara 

teknis Dana desa dari APBN ditranfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya 

ditransfer ke APBDesa.   

  

  

  

2.7  Penelitian Terdahulu             

 Penelitian terdahulu (kajian empiris) berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang 

mendukunng kajian yang akan dilakukan, penyajiannya dapat bentuk narasi 

dan/atau matriks. Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat mempercepat teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang diajukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai 

pembanding dalam menyusun penelitiannya. Tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan dalam 

permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan 

keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti telah menganalsisis 

penelitian terdahulu yang bertujuan yang berkaitan dengan bahasan di dalam 

penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan.   

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu  

No   Nama         

 Peneliti   Tahun   Judul   Hasil   

1   Mulyana,  
Meiliyana, 

dan   
Hermawan   

2012   Peningkatan Kapasitas  
Aparatur desa melalui  
Pelatihan Manajemen  
Kelembagaan Desa bagi  
Sekertaris Desa   

Perlu dilakukan kegiatan pelatihan 

yang bersifat teknis, sehingga dapat 

dikuasai secara lebih mengenai 

kapasitas manajemen kelembagaan. 

Pemahaman konsep manajemen 

kelembagaan di atur dalam aturan 

pemerintah RI.   
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2   Hasniati   2016    Model Akuntabilitas  
Pengelolaan Dana Desa   

Pengelolaan dana desa terkait 

dengan laporan 

pertanggungjawaban APBDesa 

yang disusun belum sepenuhnya 

menggambarkan kebutuhan 

masyarakat,  potensi SDM nya 

masih lemah.   
3   Chistin, 

Tinagon   
2017   Evaluasi Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2015 
pada Badan 
Pemberdayaan  
Masyarakat Kampung 
dan Transmigrasi 
(BPMKT) Kabupaten  
Kepulauan Yapen,  
Papua   

Pengelolaan atau penggunaan dan 
pertanggungjawaban dana desa 
belum maksimal, karena regulasi 
yang mengatur berubah-ubah/ 
direvisi. Untuk pengelolaan dan 
penggunaan dana desa tidak di 
persiapkan dengan baik.  
Pelaksanaan dilapangan terdapat 

ketidaksesuaian.    

Sumber: Hasil kajian peneliti 2017  

  

  

  

2.9 Kerangka Berfikir                 

 Peneliti berusaha merangkai pemikiran-pemikiran yang terkait dengan judul 

penelitian yaitu kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ke dalam 

suatu kerangka berfikir sehingga mampu mengarahkan peneliti dalam menemukan 

jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, agar tujuan penelitian 

ini dapat tercapai, terkait dengan kerangka berfikir yang dirangkai oleh peneliti 

dapat di lihat pada Gambar 2.1.      
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir  

  

  

BAB 3. METODE PENELITIAN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PAD   DD   

Belanja Desa   

Perencanaan   

Pelaksanaan   

Penatausahaan   

Pelaporan   

RKPDesa   

APBDesa   

Pendapatan Desa   

ADD   

Desa Karangharjo    
Kecamatan Silo   

Kabupaten Jember    

P ertanggungjawaban   

Kapasitas   Pemerintah Desa   
  

BGH   Penyelenggaraan  
Pemerintah Desa   

Pemberdayaan  
Masyarakat   Desa   

Pembangunan  
D esa   

Pembinaan  
Masyarakat   

Pengelolaan  Keuangan   Desa   

Regulatif    

Responsif   

Distributif   
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 Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau 

cara yang sahih dan handal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah 

dianggap realibel dan efisien karena pengetahuan ilmiah dan dapat dikoreksi melalui 

prosedur pengujian secara terbuka, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang 

berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut Usman dan Akbar 

(2009:41). Metode adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk 

mengetahui sesuatu. Menurut Usman dan Abdi (2012:1) metodologi artinya cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.    

 Berdasarkan banyak pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi 

penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan mengenai 

cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara 

ilmiah. Adapun cara penelitian yang dimaksud adalah kegiatan mencari, mencatat, 

merumuskan, menganalisis, serta menyusun suatu laporan penelitian. Buku 

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) menjelaskan 

setidaknya ada enam subbab yang terkandung di dalam bab metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Enam subbab tersebut meliputi:   

1. pendekatan penelitian;  

2. tempat dan waktu penelitian;  

3. situasi sosial;  

4. desain penelitian dan rancangan penelitian kualitatif;  

5. teknik dan alat pengumpulan data;  

6. teknik penyajian dan pengujian data.   

  

  

3.1 Pendekatan Penelitian   

Pada latar belakang, peneliti telah menjelaskan bahwa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga dapat 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Menurut Usman dan Abdi 

(2012:7), penelitian kualitatif merupakan model yang bersinergi dengan aliran 
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filsafat phenomenologhy yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasar pada 

situasi wajar (natural setting). Pada pendekatan kualitatif, peneliti sedapat mungkin 

berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat, mengamati 

secara lebih jelas. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Menurut Arikanto dalam 

Prastowo (2012:11) metode penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesis tertentu. Akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil suatu 

variabel, gejala, atau objek penulisan.   

  

  

  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) 

menyebutkan, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan 

kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis daslam 

penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. 

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah 

penelitian, dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi 

disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan 

tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan kurun waktu 

tertentu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengambil 

tempat di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sedangkan waktu 

pelaksanaan penelitian ini tercatat dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 

10 April 2018.   

Adapun pemilihan Desa Karangharjo sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan sebagai berikut.  

a. Peneliti tidak menemukan informasi keuangan desa baik di papan informasi 

desa maupun pada pelaksanaan pembangunan desa;  

e. Peneliti juga menemukan ketidaksesuain antara RKPDesa tahun 2017 terkait 

daftar prioritas program yang akan dilaksanakan dalam Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017;  

f. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan Kapasitas Pemerintah 

Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) terkait dengan pelaksanaan dan 
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pertanggungjawaban pengelolaan Dana desa (DD) dalam aspek 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karangharjo 

Kecamatan Silo kabupaten Jember.  

  

  

  

3.3 Situasi Sosial            

 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menyebutkan 

bahwa pada bagian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas 

yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan penjelasan di atas, elemen situasi 

sosial yang berinteraksi secara sinergis adalah sebagai berikut:  

a. Tempat (Place)  : Kantor Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten   

        Jember.   

b. Pelaku (Actor)  : Kepala Desa, PTPKD, PK (Pengelola Kegiatan), Kepala   

        Dusun, dan Pendamping Desa.  

c. Aktivitas (Activity) : Proses pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa 

(DD) dalam tahap perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa, ditinjau dari kemampuan pemerintah desa 

dalam mengatur kewenangan pengelolaan dana desa (DD) dengan peraturan 

desa, kemampuan pemerintah desa dalam  mendistribusikan dan membagi 

sumberdaya desa secara merata baik dari distribusi tempat, waktu, tenaga serta 

distribusi dana desa (DD), kemampuan pemerintah desa dalam menampung dan 

merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.   

3.4 Desain Penelitian  

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) 

menjelaskan desain penelitian menetapkan penulis sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data,  

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya.  

  

  

3.4.1 Fokus Penelitian               
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Fungsi human instrument selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak 

terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau 

kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus 

(2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkain pertanyaan 

penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana 

untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus 

penelitian, maka peneliti membatasi temuan dengan pasti data mana yang perlu 

dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus 

atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan 

sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada: pendeskripsian kapasitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD) yang terdiri dari: 1) deskripsi 

kapasitas regulatif pemeritah desa, 2) deskripsi kapasitas ditributif pemerintah desa 

dan, 3) deskripsi kapasitas responsif pemerintah desa. Kegiatan yang dilakukan 

peneliti menggunakan tahapan pengelolaan keuangan desa khususnya Dana desa 

yang meliputi: pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan, 

pertanggungjawaban dana desa (DD).  

  

    

  

  

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian   

Istilah informan sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik 

penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan 

mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2013:219) pemilihan informan 

didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:  

a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui 

melainkan lebih secara enkultuasi atau penghayatan;  

b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;  

c. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan  
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d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan 

sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.     

Maka dari itu, dalam penelitian menggunakan informan yang dapat ditentukan 

dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Silalahi 

(2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau 

informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan snowball sampling menurut 

Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. 

Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi 

terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai key informant 

yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan 

selanjutnya. Kedua, teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif 

karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah 

untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti. 

Peneliti pada penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 

menggunakan teknik purposive sampling.  

 Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti 

menemukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri 

sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait pengelolaan Dana desa di 

Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang terdiri dari:  

a. Kepala Desa Karangharjo;  

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);  

c. Sekertaris Desa Karangharjo;  

d. Bendahara Desa Karangharjo;  

e. Perangkat Desa pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);  

f. Pendamping Desa;  

g. Kepala Dusun;  

h. Ketua Pelaksana Kegiatan (PK) desa bidang pembangunan desa dan  

pemberdayaan masyarakat desa;  

i. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Silo;  
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j. Masyarakat Desa Karangharjo  

  

  

3.4.3 Data dan Sumber Data   

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang 

tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang 

lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek 

dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis, dan diuji keabsahaannya sehingga 

mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Jember (2010:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat 

berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah 

uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif 

adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun data dan sumber data terbagi 

menjadi dua yaitu sebagai berikut:    

1. Data Primer   

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) 

dari lokasi penelitian dan wawancara langung yang bersumber dari 

informan atau narasumber yang berkaitan langung mengenai Kapasitas 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Cara ini ditempuh dengan alasan 

informasi dapat diperoleh dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat 

kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu teknik 

ini diharapkan dapat suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara 

langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih 

luas.   

2. Data Sekunder   

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen atau laporam-laporan yang dipublikasikan, 

jurnal, buku teks yang ada, maupun pada perpustakaan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian dalam penelitian ini yaitu data yang mengutip dari sumber lain, 
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sehingga tidak bersifat otentik lagi, sebab data yang diperoleh dari orang 

kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta data agregat yaitu data yang telah 

diolah oleh orang lain, misalnya hasil-hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, dan 

sebagainya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup 

studi literatur, dokumen Profil Desa, Data penyaluran dana desa Di 

Kecamatan Silo tahun 2017, Dokumen APBDesa, Dokumen RKPDesa, SK 

PTPKD, SK TPK, SK PK, SK BPD, SK Perangkat Desa, dan Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.   

  

  

3.4.4 Teknik Menguji Keabsahan Data   

Menguji keabsahan data meerupakan langkah yang tidak bisa dipisah dari 

penelitian kualitatif.  Hal ini dikarenakan keabsahan data merupakan alat untuk 

membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan 

Moeloeng (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti 

bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari 

segala hal.        

Teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh 

pemeriksaan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Teknik 

Pemeriksaan Data  

KRITERIA   TEKNIK PEMERIKSAAN   

Kredibilitas (derajat Kepercayaan)   1. Perpanjangan keikutsertaan   

2. Ketekunan pengamatan   

3. Triangulasi   

4. Pengecekan sejawat   

5. Kecukupan refensial   

6. Kajian kasus negatif   

7. Pengecekan anggota   

Transferability (keterampilan)   8. Uraian rinci   

Auditability (kebergantungan)   9. Audit kebergantungan   

Confirmability (kepastian)   10. Audit kepastian   
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Sumber: Moeloeng (2014:327)   

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.  

a. Ketekunan Pengamatan   

Menurut Kartini (1990:159) yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “Seberapa tinggi 

derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan”. 

“Ketekunan” adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan 

keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data 

penelitian. Adapun “Pengamatan”, merupakan proses yang kompleks, 

yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya 

adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat). Ketekunan 

pengamatan dilakukan oleh peneliti terhadap data yang diperoleh yaitu, 

dokumen RKPDesa dan APBdesa terdapat ketidaksesuain. Hasil 

pengamatan (obervasi) menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Desa 

seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan desa disetiap dusunnya.  

Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa 

pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa belum menerapkan 

asas transparansi, yaitu belum adanya papan informasi desa terkait 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Setelah mengetahui hal tersebut, 

peneliti melakukan observasi terhadap pembangunan desa yang sumber 

pembiayaannya berasal dari Dana Desa (DD). Guna mengetahui manfaat 

pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa di setiap 

dusunnya.   

b. Triangulasi   

Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Sedangkan 

Menurut Denzin triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi 

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling 

terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi 
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dilakukan oleh peneliti karena pada saat penelitian peneliti menemukan 

perbedaan atau ketidaksesuain antara data sekunder yaitu, antara dokumen 

APBDesa dengan RKPDesa. Sedangkan data primer berupa hasil 

wawancara yang didapat.  Setelah mengetahui hal tersebut peneliti 

melakukan triangulasi sumber, dengan melakukan wawancara dengan 

informan yang dianggap mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan 

desa utamanya Dana Desa (DD).   

  

  

  

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data   

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) 

menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data, yaitu: 

1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Sedangkan alat perolehan data 

berupa alat perekam, pedoman wawancara, dokumentasi dan lain-lain.   

  

3.5.1 Obsevasi  

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:64) observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti dalam 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti 

sedang melakukan penelitian dan terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang 

yang diteliti.   

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama bulan AgustusOktober 

2017 yaitu, observasi kantor desa, observasi papan informasi desa, dan observasi 

terhadap semua pelaksanaan pembangunan Desa Karangharjo yang sumber alokasi 

keuangan desa berasal dari Dana Desa (DD).    

  

  

3.5.2 Wawancara  

Menurut Moelong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dari informan. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah informan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:74) 

wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang telah disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan 

hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Alasan peneliti 

menggunakan wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat melakukan 

wawancara lebih mendalam terhadap informan dan informasi yang didapat lebih 

terbuka dan meluas dengan tema penelitian yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.   

Wawancara yang dilakukan pada bulan Februari-April tahun 2018 dilakukan 

dengan mewawancara informan dengan teknik purposive sampling. Adapun 

informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:   

a. Tanggal 20 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Dany Muhammad 

selaku Kepala Desa Karangharjo;  

b. Tanggal  12 Februari 2018, wawancara dengan Bapak Fausen Suswantoro 

selaku Sekertaris Desa Karangharjo dan selaku koordinator PTPKD;  

c. Tanggal 20 Februari 2018 , wawancara dengan dengan Bapak Mu’is selaku  

Kasun Dusun Parebalan Desa Karangaharjo;  

d. Tanggal 5 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Totok Muhammad Erfan 

selaku Ketua BPD Desa Karangaharjo;  

e. Tanggal 12 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Irsad selaku masyarakat 

desa disekitar pembangunan jalan aspal Dusun Darungan Rt 003/ Rw 017  

Desa Karangharjo  

f. Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Sahmadi selaku Kasun  

Darungan Desa Karangharjo;  
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g. Tanggal 19 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Natu selaku perangkat 

Desa Karangahrjo dengan jabatan Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan 

selaku Ketua PK;   

h. Tanggal 27 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Murkahe selaku  

Pendamping Desa;  

i. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Nanang selaku masyarakat 

desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 002/ Rw 012  

Dusun Gluguh Desa Karangaharjo;   

j. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Iin selaku masyarakat 

disekitar pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10 dan pembangunan  

TPT Dusun Gluguh Rt 003/ Rw 012 Desa Karangaharjo;  

k. Tanggal 28 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Su’aib selaku masyarakat 

desa disekitar pembangunan jalan rabat beton 1 Rt 015/ Rw 014  

Dusun Gluguh Desa Karangharjo;  

l. Tanggal 31 Maret 2018, wawancara dengan Bapak Antok selaku masyarakat 

desa disekitar pembangunan jalan rabat beton Rt 001/ Rw 011 Dusun  

Gluguh Desa Karangharjo;   

m. Tanggal 11 April 2018, wawancara dengan Ibu Eva selaku masyarakat desa 

disekitar pembangunan Embung Desa Rt 002/ Rw 03 Dusun Sumberpinang  

Desa Karangaharjo;  

n. Tanggal 12 April 2018, wawancara dengan  Bapak Mustofa selaku masyarakat 

desa disekitar pembangunan atau rehab gedung BUMDesa Rt  

002/ Rw 027 Dusun Krajan Desa Karangharjo;  

o. Tanggal 15 April 2018, wawancara dengan Bapak Munir selaku masyarakat 

desa  disekitar pembangunan aspal Al-lhidayah-Darungan  Rt 011/ Rw 012  

Dusun Parebalan Desa Karangharjo ;  

p. Tanggal 19 April 2018, wawancara dengan Bapak Madjari selaku masyarakat 

desa Dusun Gluguh Desa Karangharjo.   
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3.5.3 Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2016:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental 

dari seseorang. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik 

untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak 

sekedar barang yang tidak bermakna (Faisal, 1990:77).     

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil Desa Karangharjo, dokumen 

APBDesa, dokumen RKPDesa, Data Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Silo 

surat permintaan pembiayaan (SPP) Desa Karangharjo, laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa tahun 2017, foto pelaksanaan pembangunan desa yang 

terkait dengan Dana Desa (DD), dan segala bentuk dokumen terkait kegiatan 

pengelolaan Dana Desa (DD). Adapun beberapa dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian yaitu sebagai berikut.  

a. Profil Desa Karangharjo Tahun 2017;  

b. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 06 tahun 2016 tentang Rencana Kerja  

Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2017;  

c. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan Dan  

Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;  

d. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 09 tahun 2017 tentang 

penetapan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);  

e. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo Nomor 08 tahun 2017 tentang 

Pelaksana Kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 

tahun anggaran 2017;  

f. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor  

141/06/SK/30.2003/2017 Tentang Struktur Pemerintah Desa Karangharjo  

Tahun 2017;  

g. Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo nomor 188.45/38.1/012/2014  

Tentang Susunan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2017;  
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h. Pedoman Pelatihan Pelaksana Kegiatan desa dalam pengelolaan keuangan 

desa di Kabupaten Jember tahun 2017;  

i. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember tahun  

2017;  

j. Dokumentasi berupa, foto kegiatan wawancara dan foto-foto lokasi 

pembangunan desa yang sumber alokasi keuangan bersumber dari dana desa, 

dokumen Penyaluran Dana Desa (DD) di Kecamatan Silo Kabupaten  

Jember tahun anggaran 2017;  

k. Dokumentasi berupa foto Rekening Desa Karangharjo, surat permintaan 

pembayaran (SPP), serta dokumentasi pada Rancangan Anggaran Biaya 

(RAB) Desa Karangharjo tahun 2017, dokumentasi pada buku kas umum, 

buku kas pembantu pajak, dan buku bank  

3.6 Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data ialah uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data 

awal atau data mentah sehingga menjadi data atau informasi dan uraian tentang cara 

analisisnya (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2010:24). 

Menurut Bodgan dan Biklen yang dikutip Moleong (2007:248), analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengoorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.             

Para peneliti dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif 

memiliki pendapat yang berbeda. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti 

adalah model analisis data Miles dan Huberrman yaitu model interaktif. Model 

interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; 

(3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman yang 

dikutip Idrus (2009:148), ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran 

model interaktif yang diajukan Miles dan  
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Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman dalam 

Idrus (2009:148)  

3.6.1 Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Menurut 

Idrus (2009:148), proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), 

aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan 

hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan 

data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang di peroleh dari yang 

dilihat, didengar, dan diamati. Dengan demikian, data berupa catatan lapangan 

sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto, 

pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, dll.   

  

  

3.6.2 Tahap Reduksi Data              

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari 

catatancatatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 2007:16). Reduksi data 

terjadi secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan 

reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti 

tentang bagian data mana yang di kode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas 

sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan 

pilihanpilihan analitiss. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk 

lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang 

Huberman ini adalah sebagai berikut.   

  

  

  

  

  

  

Pengumpula n    
Data    

Penyajian    
Data   

Reduksi    
Data   

Kesimpulan -   
Kesimpulan:    
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tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan 

penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang 

bersangkutan dapat memulai memilah data mana dan data dari siapa yang harus 

lebih dipertajam.   

  

  

  

3.6.3 Penyajian Data   

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian 

data, yang menurut Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151) sebagai sekumpulan 

informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih 

mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan 

reduksi dan proses reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas 

yang terkait langusng dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, 

kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan sebelum 

laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk 

menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang 

seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.   

  

  

3.6.4 Verfikasi dan Penarikan Kesimpulan   

Tahap akhir proses penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan 

arti data yang ditampilkan. Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151), menyatakan 

bahwa dari pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian kualitatif, 

kesimpulan dapat saja berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian 

data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai 

sebuah kesimpulan final. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung 

singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan 
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BAB 5. PENUTUP  

    

5.1       Kesimpulan   

 Berdasarkan hasil penelitian  tentang kapasitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.   

1. Kapasitas Regulatif   

a. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap 

perencanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya 

regulasi desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa, dan peraturan 

desa tentang APBDesa. Kedua bentuk regulasi tersebut merupakan 

sebuah landasan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa 

utamanya pengelolaan dana desa selama satu tahun anggaran. Akan 

tetapi, kedua bentuk regulasi desa dalam tahap perencanaan mengalami 

perbedaaan yang sangat signifikan dalam perumusan arah kebijakan 

pengelolaan dana desa (DD) terhadap pengalokasian atau penganggaran 

pada setiap program atau kegiatan desa di bidang pembangunan desa.   

b. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap 

pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan dengan adanya 

regulasi berupa surat keputusan kepala desa tentang pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa (PTPKD) sudah selesai ditetapkan, surat 

keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan (TPK) sudah 

selesai ditetapkan , dan surat keputusan kepala desa tentang pelaksana 

kegiatan (PK) desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa sudah selesai ditetapkan. Akan tetapi, regulasi tersebut 

belum mampu menampung kapasitas pemerintah desa dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa, 

dikarenakan masih terdapat ketidakjelasan tugas dan fungsi dari  

pelaksana kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.   
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c. Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangaharjo pada tahap pelaporan, 

dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diwujudkan 

dengan adanya beberapa dokumen penatausahaan pengelolaan dana desa 

yang menunjang terlaksananya proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (DD) diantaranya yaitu, 

berupa laporan konsolidasi penyerapan realisasi dana desa (DD) secara 

periodik skala tahunan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sudah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan 

desa. Sedangkan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa utamanya dana desa telah dilakukan melalui beberapa 

tahapan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Akan tetapi 

pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dalam 

bentuk regulasi desa belum sepenuhnya sesuai dengan realisasi pada 

tahap perencananaan pengelolaan dana desa dan pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa mengalami 

keterlambatan dalam penyusunananya dan belum diinfromasikan kepada 

masyarakat desa.   

2. Kapasitas Distributif   

a. Kapasitas distributif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap 

perencanaan pengeloaan dana desa (DD) diantaranya yaitu, distribusi 

lokasi pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari anggaran 

dana desa belum merata dan seimbang, dan distibusi kewenangan 

pemerintah desa  dalam pengelolaan dana desa terdapat pembatasan 

kewenangan yang telah dilimpahhkan oleh kepala desa kepada pelaksana 

kegiatan desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.   

b. Kapasitas distributif pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan 

pengelolaan dana desa (DD) berupa distribusi pelaksanaan pembangunan 

desa di setiap dusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat desa. Sedangkan distribusi pelaksanaan pengelolaan 

dana desa (DD) belum sepenuhnya terealisakan dan distibusi pelaksanan 

pengelolaan dana desa berupa pembangunan desa di setiap dusun 

mengalami permasalahan dalam implementasinya.  

3. Kapasitas Responsif   
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Kapasitas responsif pemerintah desa dalam tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) berupa respon atau daya 

tanggap pemerintah desa mengenai implementasi perencanaan dan 

pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sedangkan penyelesaian 

permasalahan dilakukan tanpa adanya inisiatif pencegahan dan 

penyelesaian masalah pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD).  

  

  

  

5.1  Saran   

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai upaya untuk meminimalisir 

hambatan dan kendala dalam pengembangan kapasitas (kemampuan) pemerintah 

desa dalam mengelola keuangan desa utamanya dana desa (DD). Adapun saran yang 

dapat peneliti berikan sebagai berikut.  

a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan sosialiasi berupa pedoman 

atau petunjuk pengelolaan keuangan desa utamanya pengelolaan dana desa 

(DD) kepada pemerintah desa seperti yang diterbitkan oleh Menteri Dalam 

Negeri berupa Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa.  

b. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

pemerintah desa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan desa, 

dokumen pelaksanaan desa, dan dokumen pelaporan keuangan desa, sebagai 

upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam tahap perencanaan 

pengelolaan keuangan desa.   

c. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan dan mencermati tahapantahapan 

pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 agar 

supaya tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, dan tidak hanya 

melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan desa.   

d. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan susunan 

pelaksana kegiatan desa harus lebih mengutamakan kapasitas dari 

masingmasing masyarakat desa, agar supaya perlimpahan wewenang 

mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya.   
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e. Sebaiknya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus lebih 

mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat agar supaya pelaksanaan 

perencanaan desa dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa.  
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Lampiran 6.5 Pedoman wawancara penelitian   

PEDOMAN WAWANCARA   

(Kepala Desa, Sekeretaris Desa, dan Perangkat Desa)   
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1. Pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sepenuhnya merupakan wewenang 

kepala desa untuk itu apakah di desa ini sudah dibentuk ptpkd? Siapa saja 

yang termasuk anggota PTPK?   apakah terdapat surat keputusan kepala desa 

yang mengatur PTPKD ?  

2. Apa fungsi dari ditetapkannya PTPKD?   

3. Apa fungsi dari dibentuknya tim pengelola kegiatan (TPK) dan pelaksana 

kegiatan (PK)?  

4. Apa saja tahapan dalam pengelolaan Dana Desan (DD)?   

5. Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh asas pengelolaan 

keuangan desa berupa patisipasi, akuntabilatas, transparansi?  

6. Apakah masyarakat desa berpartisipasi terhadap program  atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, utamanya dalam tahap pelaksanaan 

pengalokasian dana desa berupa pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat?   

7. Mengapa di Desa Karangharjo pengalokasian hanya dialokasikan untuk 

pembangunan fisik atau infrastuktur desa saja? Apakah pembangunan 

infrastruktur desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa?   

8. Apakah pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya menginformasikan 

pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa? jika ada apakah dalam 

pengalokasian dana desa dalam tahap  pelaksanaan pembangunan desa 

terdapat papan informasi desa yang bisa di akses oleh masyarakat desa?  

9. Apakah pemerintah desa mendukung secara penuh semua usulan program 

atau kegiatan desa ? Dan apakah pengalokasian dana desa berupa 

pembangunan desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

desa?   

10. Bagaimana pemerintah desa mengerahkan dan mengelola sumber daya desa 

baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya desa utamanya dana 

desa?  

11. Bagaimana pemerintah desa mengimformasikan dan mengkoordinasikan 

masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa? Dan apakah terdapat regulasi 

yang memuat pengeloaan dana desa?   
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12. Bagaimana pemerintah desa menjawab permasalahan yang ada pada elemen 

masyarakat, jika pelaksanaan pembangunan desa yang sumber 

pembiayaanya dialihkan atau tertunda?   

13. Bagaimana mekanisme penyelesain pengaduan dan tanggapan masyarakat 

terhadap pengalokasian dana desa berupa pelaksanaan pembangunan desa?  

  

PEDOMAN WAWANCARA   

(Sekertaris Desa)  

1. Apa yang dimaksud dengan tahapan pengelolaan keuangan desa?  

2. Apakah sekertaris desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDes tahun 2017 menggunakan landasan peraturan RKPdesa tahun 

berkenaan sebagai pedoman untuk menyusun APBDesa tahun 2017? Dan 

bagaimana mekanisme penyusunan kedua dokumen tersebut?  

3. Apakah semua program atau kegiatan desa yang terdapat dalam regulasi 

tentang APBDesa sudah sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi tentang 

RKPDesa? Utamanya program atau kegiatan  desa yang bersumber dari 

anggaran dana desa (DD)?  

4. Apakah  terdapat perubahan  Rencana kerja pemerintah desa tahun 2017? 

Jika ada apakah ada landasan regulasi yang digunakan mengapa terjadi 

perubahan?  

5. Apakah Sekertaris desa berkoordinasi dengan kepala desa dalam penetapan 

peraturan tentang APBDesa dan RKPDesa?  

6. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan 

desa?  

7. Apakah di Desa Karangharjo sudah terbentuk TPK dan PK? jika sudah 

terbentuk apa saja tugas dari TPK  dan PK? dan apakah TPK dan PK perlu 

mengajukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada 

PTPKD?  

PEDOMAN WAWANCARA   

(Bendahara Desa)  

1. Bagaimana tahapan pencairan dana desa? dan berapa jumlah dan persentase dana 

desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat?  
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2. Bagaimana mekanisme pelaporan dan petanggungjawaban dana desa? Kemudian di 

bulan apa saja? Laporannya berupa apa saja?  

3. Apakah terdapat peraturan desa terkait laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa?  

4. Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan 

kepada masyarakat ? baik itu secara tertulis maupun melalui media ?    

5. Apakah jenengan melakukan penatausahaan pengelolaan dana desa?  

6. Apakah pencatatan pengeluaran dan penerimaan desa di catat secara rutin, atau 

hanya akhir tahun saja?  

7. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan buku apa saja ? buku 

kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank?  

  

PEDOMAN WAWANCARA   

(Masyarakat desa)  

1. Apakah jenengan mengerti apa itu dana desa? dan untuk apa dana desa?  

Apa saja manfaat dana desa?   

2. Apakah distribusi dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?  

3. Apakah pemerintah desa menginformasikan realisasi APBDesa kepada masyarakat, 

baik itu secara tertulis maupun melalui media?  

4. Apakah pemerintah desa sudah amanah dalam pengelolaan keuangan desa utamanya 

dalam pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan desa?  

5. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan desa 

utamanya  program atau keghiatan desa yang bersumber dari dana desa dalam bentuk 

pembangunan desa?   

6. Bagaimana masyarakat menilai kualaitas pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017 

utamanya pembangunan desa yang bersumber dari anggaran dana desa?   

7. Apa saran untuk pengelolaan keuangan desa utamanya dana desa?  

8. Apakah masyarakat  desa hanya membutuhkan pembangunan desa saja?   

9. Apakah pengalokasian dana desa dalam bentuk pembangunan desa bermanfaat bagi 

masyarakat desa?  
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10. Manakah yang lebih penting antara pembangunan infrastruktur desa dengan 

pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan ekonomi produktif desa?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lampiran 6.6 Pedoman observasi penelitian   

PEDOMAN OBSERVASI  

  

1. Papan Informasi Desa Karangharjo   

2. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang 

bersumber dari pengalokasian anggaran dana desa (DD)   

3. Situasi sosial di Desa Karangharjo  
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Lampiran 6.7 Pedoman dokumentasi   

PEDOMAN DOKUMENTASI  

  

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 tentang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.   

2. Profil Desa Karangharjo  

3. Dokumen perencanaan desa berupa peraturan desa tentang RKPDesa dan APBDesa 

Tahun 2017  

4. Dokumen berupa laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

dalam bentuk peraturan desa   

5. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelola 

Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2017  

6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan desa (TPK) 

tahun 2017  

7. Surat keputusan kepala Desa tentang pelaksana kegiatan desa dalam bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017  
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8. Dokumentasi pengalokasian anggaran dana desa dalam bentuk pembangunan desa   

9. Dokumentasi berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB)   

10. Dokumentasi berupa rekening desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan 

buku bank.   

  

  

  

  

  

  

6.7. Lampiran Dokumentasi Penelitian di Desa Karangharjo  

  

Gambar Rehab Gedung BUMDesa Desa Karangharjo  
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Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton 1 Dusun Rt 15/ Rw 14 Gluguh 

Desa Karangaharjo  

  

  

Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh 2 Rt 16/ Rw 15   

Desa Karangharjo  
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Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt 02/ Rw 12 Dusun Gluguh  Desa 

Karangharjo  

  

  

Gambar Pengaspalan jalan Dusun Gluguh Rt 12/ Rw 10   

Desa Karangharjo  
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Gambar Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Gluguh Rt 03/ Rw  

12 Desa Karangharjo  

  

Gambar Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Gluguh Rt 01/ Rw 011  

Desa Karangharjo  
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Gambar Pengaspalan Jl PP Al-hidayah- Darungan Desa Karangaharjo  

  

Gambar Pembangunan Embung Dusun Sumberpinang Rt 02/ Rw 30  

 Desa Karangharjo  
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Gambar Buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank Desa Karangharjo  

  

Gambar Buku rekening Desa Karangharjo  
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Gambar wawancara dengan Kepala Desa Karangharjo  

  

  

  

Gambar wawancara dengan Sekertaris Desa Karangharjo  
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Gambar wawancara dengan Bendahara Desa Karangharjo  

  

Gambar wawancara dengan Kepala Dusun Parebalan Desa Karangharjo  
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Gambar wawancara dengan Perangkat Desa Karangaharjo  

  

Gambar wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Silo  
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Gambar wawancara dengan Masyarakat Dusun Gluguh Desa Karangharjo  

  

Gambar wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun Sumberpinang  

Desa Karangharjo  
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Gambar wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun Darungan dan Dusun Krajan  

Desa Karangharjo  

  

Gambar wawancara dengan Masyarakat Dusun Parebalan Desa Karangharjo  Lampiran 

6.8 Peraturan Desa Karangharjo tentang RKPDesa   
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Lampiran 6.9 Peraturan Desa Karangharjo tentang APBDesa  
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Lampran 6.10 Peraturan Desa Karangharjo Nomor 01 Tahun 2018 Tentang  
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Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

2017  
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Lampiran 6.11 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PTPKD  
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Lampiran 6.13 Surat Keputusan Kepala Desa Karangharjo tentang PK    
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Lampiran 6.14 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
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Lampiran 6.15 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan  

Keuangan Desa   
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Lampiran 6.18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun 

Anggaran 2017  
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PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI JEMBER  

NOMOR 40 TAHUN 2017  

TENTANG  

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN   

DANA DESA  

DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI 

JEMBER,  
  

   

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Dana Desa di  

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati;  

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

              

    

  

     

BUPATI JEMBER   
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4599);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;   

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang  Pedoman Pembangunan Desa;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa;  

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa;  

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Indeks Desa Membangun;  

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pelatihan Masyarakat;  

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017;  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang laporan Kepala Desa;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
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30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;  

31. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  

Pemerintah Nomor. 22 tahun 2015;  

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2015 Nomor 7);  

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2016 Nomor 7);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017  

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1);  

36. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 
15);  

37. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa  

(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor  

25);  

38. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor  

33).  

  

  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TATA  CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN 

JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.  

  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
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Pasal 1  

  

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.  

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta 

perangkat Kabupaten sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah.  

3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.  

4. Bupati adalah Bupati Jember.  

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah Kabupaten Jember.  

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan berada di Kabupaten 
Jember.  

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa 
dan BPD dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan  

Republik   Indonesia.  

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa.  

9. Badan Permusyawaratan Desa yang 
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

10. Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang 
diberikan kewenangan oleh Undang undang 
untuk melaksanakan proses peradilan mulai 
dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan 
penuntutan.  

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
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pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa.  

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi Desa yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat.  

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang 
selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun.   

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
yang selanjutnya disebut APBDesa adalah 
Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

16. Kelompok transfer adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.  

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa  adalah Kepala Desa atau sebutan nama 
lain yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan desa.  

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD 
adalah unsur perangkat teknis desa yang 
membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.  

19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku 
koordinator pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa.  

20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana 
teknis kegiatan dengan bidangnya.  

21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat 
desa yang membidangi urusan administrasi 
keuangan untuk menatausahakan keuangan 
desa.  

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan 
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digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada Bank yang 
ditetapkan.  

23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal 
dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke 
APBDesa melalui rekening kas desa.  

24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang 
dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening 
kas desa.  

25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih 
antara pendapatan desa dengan belanja 
desa.  

26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang 
antara pedapatan desa dengan belanja desa.  

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang 
selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran.  

28. Peraturan Desa adalah peraturan 
perundangundangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD.  

29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 
disebut BUMDes, adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa.  

30. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang 
selanjutnya disebut BUMDes Bersama 
adalah BUMDes yang dibentuk dalam rangka 
kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha 
antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) 
Desa atau lebih.  

31. Perangkat Daerah adalah Organisasi unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah kabupaten.  

32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang 
yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 
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secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  

  

  

BAB II  

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA   

  

Pasal 2  

Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas: a. 
transparan;  

b. akuntabel;  

c. partisipatif; dan  

d. tertib dan disiplin anggaran.  

  

Pasal 3  

Pengelolaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:  

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan 
kepentingan seluruh warga desa tanpa 
membedabedakan;  

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan 
kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih 
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat desa;  

c. kewenangan desa, dengan mengutamakan 
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala desa;  

d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan 
kreatifitas masyarakat;  

e. swakelola dan berbasis sumber daya desa 
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan 
pendayagunaan sumberdaya alam desa, 
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan 
warga desa dan kearifan lokal; dan  

f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan 
dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, 
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan 
desa.  

  

BAB V  

PENDAMPINGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA  

Bagian Kesatu  

Pendampingan Desa di Tingkat Kabupaten  

  

Pasal 6  
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(1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam 
rangka memberdayakan masyarakat Desa 
melakukan pendampingan secara berjenjang sesuai 
dengan kebutuhan.   

(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah kabupaten terkait dan dapat 
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader 
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak 
ketiga.    

(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan 
masyarakat Desa di wilayahnya.    

(4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bertugas untuk melakukan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa.  

  

Pasal 7  

(1) Bupati menetapkan TKK guna penyusunan formulasi 
kebijakan dan pengendalian Bantuan Keuangan Desa 
termasuk Dana Desa yang beranggotakan Perangkat 
Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten.  

(2) TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab kepada Bupati.  

(3) Tugas TKK adalah:  

a. melakukan koordinasi antar instansi;  

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan program di 
tingkat Kabupaten;   

c. merumuskan  pedoman  pelaksanaan 
 kegiatan  

Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;  

d. menugaskan staf yang ditunjuk untuk melaksanakan 
sosialisasi/ diseminasi serta monitoring pelaksanaan  

Bantuan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;  

e. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, dimulai dari 

tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan  
sampai dengan pasca pelaksanaan;.  

f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian 

program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 

sasaran;  

g. melaksanakan tugas operasional dengan membentuk tim 

monitoring keuangan desa termasuk Dana Desa 
difasilitasi oleh Dinas  

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;   

h. mengambil kebijakan dalam rangka penanganan 

permasalahan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa 

termasuk Dana Desa di tingkat Kabupaten; dan  
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i. menghimpun dan mengumpulkan data hasil kegiatan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dan rencana 

pembinaan yang berkesinambungan.  

(4) Dalam rangka Pelaksanaan tugas TKK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), TKK melakukan koordinasi 
dengan pendamping  profesional di tingkat kabupaten.  

  

  

Bagian Ketiga  

Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa  

  

Pasal 9  

  

Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan lembaga 

nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa 

wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga 
kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.  

  

Pasal 10  

(1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa 

termasuk Dana Desa, Kepala Desa menetapkan 

Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah 
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).  

(2) Pelaksana kegiatan di tingkat Desa dibentuk berdasarkan 

masing-masing bidang dengan susunan 
sekurangkurangnya meliputi:  

a. Ketua berasal dari unsur PTPKD yang membidangi 

pelaksanaan pembangunan dan/atau 

pemberdayaan masyarakat;  

b. Sekretaris  berasal  dari  unsur 
 Lembaga  

Kemasyarakatan Desa (LPMD);  

c. Bendahara berasal dari unsur LKD; dan  

d. Anggota pelaksana berasal dari unsur LKD dan/atau 
Perangkat Desa unsur kewilayahan di lokasi 

kegiatan sebanyak 4 (empat) orang.   

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengikut sertakan perempuan dan dapat melibatkan 

penyandang disabilitas.   

(4) Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana kegiatan 

melakukan koordinasi dengan pendamping profesional 
tingkat desa dan/atau tingkat kecamatan.  

(5) Proses pengadaan barang/jasa mengikuti mekanisme 

yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan  

Barang/Jasa di Desa.  

  

BAB VI  

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA  
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Pasal 11  

(1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah dilakukan 

melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum 

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.  

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:  

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per 
seratus); dan  

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 

per seratus).  

  

Pasal 12  

(1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten 

dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas 

Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.  

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan ketentuan:  

a. tahap I, setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa 

tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya;  

b. tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa Tahap I;  

c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, menunjukkan paling kurang Dana 

Desa Tahap I telah digunakan sebesar 60% (enam puluh per 

seratus).  

  

Pasal 13  

(1) Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran 

Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat  selaku 

koordinator TFK dengan mencukupi kelengkapan 

berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  

Bupati ini;   

b. camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk selaku 

TFK berkewajiban memverifikasi kelengkapan, 

keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di 
lapangan;  

c. dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf b Camat selaku koordinator TFK meminta 

pendamping profesional di tingkat Kecamatan 
dan/atau Desa untuk melakukan evaluasi  

pelaksanaan Dana Desa di Desa bersangkutan;   
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d. standar evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c, 

diatur tersendiri melalui pendamping profesional 

tingkat Kabupaten;   

e. dalam hal terjadi kekosongan pendamping profesional 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, evaluasi 
dilakukan oleh pendamping profesional tingkat  

Kabupaten;  

f. apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa dimaksud, 

ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, maka Camat selaku 

koordinator TFK wajib mengembalikan berkas 

pengajuan kepada Kepala Desa;   

g. bentuk hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf f, berupa nota verifikasi yang ditandatangani 

Camat selaku koordinator TFK dan Kepala Seksi  

Pemerintahan selaku Fasilitator 

manajemen/administrasi mewakili anggota TFK; 

Camat selaku koordinator TFK menyampaikan hasil 

verifikasi berkas pengajuan kepada Bupati Cq. Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Jember, untuk direkap dalam rangka pengendalian 

serapan anggaran berdasarkan data pengajuan 

permohonan pencairan desa se-Kabupaten Jember 

untuk selanjutnya  diterbitkan surat pengantar 

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan 

Keuangan  

Daerah (PPKD)  

h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah 
ke rekening Kas Pemerintah Desa; dan  

i. desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank 

yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.   

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam lampiran III Format 1 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.  

  

Pasal 14  

(1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan 

Dana Desa.   

(2) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
dibantu oleh PTPKD.  

(3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

unsur Perangkat Desa,terdiri dari:  

a. Sekretaris Desa selaku koordinator;   

b. Kepala Seksi selaku anggota; dan  
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c. Bendahara Desa selaku anggota.   

(4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c, mempunyai tugas untuk menerima, memungut, 

menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 

serta pengeluaran keuangan Desa termasuk Dana Desa 

dilengkapi dengan bukti pendukung yang asli dan sah.  

(3) Bukti pendukung asli dan sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disimpan di kantor Desa.  

BAB VII  

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

Bagian Kesatu  

Prioritas  

  

Pasal 15  

  

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan  

Masyarakat Desa.  

(2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), wajib dipublikasikan kepada masyarakat 

oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang 
dapat diakses masyarakat Desa.   

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat desa setempat.  

  

Pasal 16  

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.  

(2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa.  

Pasal 17  

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa disertai softcopy kepada Bupati 

c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten.  

(2) Laporan penetapan prioritas pengunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai 

dengan format yang tercantum dalam lampiran III Format 

2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  
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Bagian Kedua  

Bidang Pembangunan Desa  

  

Pasal 18  

  

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa 

yang ditujukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  

masyarakat  Desa,  peningkatan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi 

antara lain:  

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan 

kebutuhan:  

1. lingkungan pemukiman;  

2. transportasi;  

3. energi ; dan  

4. informasi dan komunikasi;     

b. pengadaan, pembangunan,   pengembangan   dan   

pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 

untuk pemenuhan kebutuhan:  

1. kesehatan masyarakat; dan   2. pendidikan dan 

kebudayaan.  

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemerilharaan sarana prasarana ekonomi untuk 

mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:  

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 

pangan;  

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan 

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi 
aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan  

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan 

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi 
aspek produksi, distribusi dan pemasaran.  

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemerilharaan sarana prasarana lingkungan untuk 

pemenuhan kebutuhan:  

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;  

2. penanganan bencana alam;  

3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 4. pelestarian 

lingkungan hidup.  

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 

Musyawarah Desa.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


238  

  

 

  

Bagian Ketiga  

Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

  

Pasal 19  

  

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan 

sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi 

dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:  

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Desa;  

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;  

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;  

d. pengembangan sistem informasi Desa;  

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar 

di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat 

marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang 
disabilitas;  

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan 
hidup;  

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 

penanganan bencana alam serta penanganan kejadian 
luar biasa lainnya;  

h. dukungan  biaya  pendirian,  pengurusan  dan 
pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola 
oleh  

BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;  

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi 

masyarakat Desa lainnya;  

j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama  

Desa dengan pihak ketiga; dan  

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa 

dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.  

  

Pasal 20  

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan bersifat lintas bidang.  

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terutama bidang kegiatan antara lain:  

a. pengembangan produk unggulan desa dan produk  
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unggulan kawasan pedesaan;  

b. BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;  

c. embung Desa; dan  

d. sarana olahraga desa.  

(3) Urusan dan bentuk kegiatan yang diprioritaskan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  

  

  
BAB VIII  

PELAPORAN DANA DESA  

  

Pasal  21  

  

(1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 

Tahunan kepada Bupati.   

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan:  

a. tahap I paling lama minggu kedua bulan Juli tahun 
anggaran berjalan; dan  

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling 
lama Januari tahun anggaran berikutnya  

  

BAB XI  

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 28  

  

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  

Jember.   

  
  

Ditetapkan di Jember                            

pada tanggal   01 Maret  

2017  
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  Salinan yang sah sesuai  
dengan aslinya  

  

  BUPATI JEMBER,  

    

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

